GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 74  TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 5A TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH,
PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DAN TENAGA SIPIL LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan
keuangan maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 5A Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas
Dalam dan Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan
dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah,
Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 5A tentang
Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri
Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga
Sipil Lainnya, perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5A Tahun 2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah
Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD,
Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap
pﬁ:rah dan Tenaga Sipil Lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahap Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Z



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2007 Nomor 407, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578); L
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12.

13.
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap
Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan
Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
07 /PMK.05/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor : 45/PMK.05/2007 tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; Z



18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor
002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 0012);

19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor SA
Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar
Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak
Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya (Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 05A)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 5A Tahun 2012 Perjalanan Dinas Dalam
dan Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai
Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012
Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5A TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DAN TENAGA
SIPIL LAINNYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 13 huruf b dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 5A Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar
Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri
Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya (Berita
Daerah Provinsi NTT Tahun 2012 Nomor 05A), diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 13

Uang harian perjalanan dinas jabatan diperuntukan bagi:

a. perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya
6 (enam) jam;
b. menurut banyaknya hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD;

selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan
lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;

d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan
jatuh sakit/berobat dalam ha] pegawai yang sedang melakukan
perjalanan dinas jatuh sakit;



selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenasah dan
selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenasah
dalam hal jenasah tersebut tidak dimakamkan di tempat
kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk
pejabat Negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan
perjalanan dinas;

selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenasah
pejabat Negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak
di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang
bersangkutan;

selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai
melakukan tugas detasering;

selama 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang
perubahan detasering menjadi penugasan pindah;

perjalanan dinas jabatan pergi pulang yang memakan waktu
kurang dari 6 (enam) jam diberikan biaya perjalanan dinas
setinggi-tingginya 60 % uang harian.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2. AGUSTUS 2013

TGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

LFRANS LEBU na(

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2 AbusTuée 2013
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SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

k ISKU!
FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013
NOMOR 05
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